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ABSTRACT

MASRIA OLAMBU. S21118142. THE ANALYSIS OF APPARATUS COMPETENCE
IN PROVIDING SERVICES TO THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVE
MEMBERS OF NORTH BOLAANG MONGONDOW REGENCY

This study aims to find the apparatus competence in providing services to the Regional
House of Representative members of North Bolaang Mongondow Regency. The research
method used is descriptive qualitative. The informants in this study cover five members of
the Regional House of Representatives of the North Bolaang Mongondow Regency. The
results of the study show that: 1) The apparatus competence consisting of understanding
the vision, mission, and organizational values of the Secretariat of the Regional House of
Representatives of North Bolaang Mongondow Regency shows maximum results. Several
things to optimize are the values of work discipline, time discipline, and discipline of
apparatus abilities in carrying out their duties. 2) The apparatus competence in serving
the Regional House of Representatives members of North Bolaang Mongondow Regency
shows optimal results. The secretariat members of the Regional House Representatives
can facilitate the interests of the Regional House Representative members in legislation,
supervision, and budgeting.

Keywords: apparatus competence, service delivery



ABSTRAK

MASRIA OLAMBU. S2118142. ANALISIS KOMPETENSI APARATUR DALAM
PEMBERIAN PELAYANAN KEPADA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi aparatur dalam pemberian
pelayanan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara. Metode penelitan yang digunakan adalah deskriptif
kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berjumlah 5 orang. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa : (1) Kompetensi pegawai yang terdiri dari pemahaman terhadap
visi misi serta nilai-nilai organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara menunjukkan hasil yang cukup maksimal, akan tetapi yang perlu dioptimalkan
adalah nilai-nilai disiplin kerja, disiplin waktu, dan disiplin kemampuan pegawai dalam
melaksanakan tugas. 2) Kompetensi pegawai dalam melayani Anggota DPRD Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara menunjukkan hasil yang cukup optimal, hal tersebut
disebabkan karena anggota sekretariat DPRD mampu memfasilitasi kepetingan Anggota
DPRD terhadap legislasi, pengawasan, dan pengangaran.

Kata kunci : kompetensi aparatur, pemberian pelayanan
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh pegawai yang diperoleh
dari pendidikan formal maupun pelatihan yang diikuti oleh pegawai. Kompetensi
ini memiliki peranan penting dalam mendukung kinerja pegawai. Pegawai yang
memiliki kompentensi otomatis menghasilkan kinerja yang baik.

Sebagai daerah otonomi, kompetensi pegawai pemerintah Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara sangat dibutuhkan, tidak terkecuali pegawai yang
ditugaskan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara yang memiliki tugas pokok dan fungsi
menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi
keuangan serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Jalannya roda pemerintah tidak terlepas dari Kinerja aparat pemerintahnya.
Suatu pemerintah Daerah yang baik berhubungan dengan sumber daya aparatur
yang dimilikinya. Kinerja aparatur pemerintah Daerah dapat dilihat dari
bagaimana kompetensi aparaturnya. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki
oleh pegawai maka akan semakin bagus kinerja dari aparatur pemerintah.
Kompetensi pegawai ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pelatihan
yang diikuti oleh pegawai. Semakin tinnggi pendidikan yang diikuti oleh pegawai
maka makin tinggi pula kompetensinya, demikian pula semakin banyak pelatihan

yang dikuti pegawai maka makin baik pula kompentensi dari pegawai tersebut.



Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara, merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu
memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi pemerintah
Kabupaten Bolaang Mongondow. seiring dengan harapan tersebut, setiap aparatur
di Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara, harus mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-
masing sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai acuan pegawai dalam
melaksanakan tugasnya, yaitu memberikan pelayanan prima kepada setiap
anggota dewan, dengan prinsip pelayanan yang profesional meliputi tanggap,
tepat dan proporsional, yang secara keseluruhan bermuara pada kepuasan dan
kepercayaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang
Mongondow utara memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan
administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, serta
mengkoordinir tenaga ahli yang di perlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sesuai kemampuann keuangan
Daerah.

Akan tetapi masih banyak permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan
tugas pegawai yang diakibatkan kurang maksimalnya kompetesi kerja pegawai

dalam melaksanakan tugasnya. Sebagian pegawai kurang paham akan tugas



pokok dan fungsinya, pembuatan hasil laporan perjalanan dinas, pembuatan
laporan keuangan kurang tepat waktu (ketentuan 1 minggu). Kenyataan ini
menunjukkan bahwa kompetensi pegawai masih belum maksimal. Perlu adanya
peningkatan sumber daya manusia dalam hal peningkatan tingkat pendidikan dan
pelatihan — pelatihan yang harus dikuti oleh pegawai untuk mewujudkan pegawai
yang cepat tanggap dan memiliki kompetensi yang tinggi.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk
melakukan penelitian menyangkut kompetensi aparatur dengan mengangkat judul
“Analisis Kompetensi Aparatur dalam Pemberian Pelayanan Kepada
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara”.

1.2 ldentifikasi masalah
Dari permasalahan yang diuraikan di atas, beberapa permasalahan yang bisa

di identifikasi adalah:

1. Kurangnya daya tanggap pegawai dalam mengamankan asset sekretariat
dewan.

2. Kurangnya pengawasan pegawai kepada sebagian anggota dewan yang
diberikan fasilitas kerja.

3. Sebagian pegawai kurang paham akan tugas pokok dan fungsinya.

1.3 Rumusan masalah
Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka yang menjadi rumusan

masalah yaitu: Bagaimana kompetensi aparatur dalam pemberiaan pelayanan



kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara?

1.4 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui kompetensi

aparatur dalam pemberian pelayanan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

1.5

1.

Kegunaan penelitian

Secara teoritis

a.

Menambah pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan
pemerintahan khususnya.

Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun
mahasiswa lain untuk melakukan peneliti secara lebih mendalam
mengenai upaya peningkatan kompetensi pegawai dalam memberikan

pelayanan.

Secara praktis

a.

Bagi pemerintah Daerah, khususnya sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, agar
dapat dijadikan sebagai sebuah penilaian yang logis untuk lebih serius
lagi dalam menciptakan good governance, khususnya tentang
bagaimana meningkatkan kompetensi kerja aparatur agar tujuan
organisasi dapat tercapai dengan baik.

Bagi masyarakat diharapkan nantinya dengan dijalankannya fungsi

anggota dewan dengan baik dalam mewujudkan good governance dan



didukung oleh pegawai yang memiliki kompetensi kerja yang baik,
maka akan dapat memberikan kontribusi atau hasil yang baik dan dapat
memuaskan masyarakat.

Bagi peneliti, tentunya salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang

pendidikan S1.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kompetensi

Menurut Soedermayanti (2007:127) kompetensi adalah kemampuan yang
dimiliki seseorang sebagai dasar untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan latar
belakang pendidikan dan pelatihan yang telah diikutinya. Adapun elemen-elemen
kompetensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Landasan kepribadian

2. Penguasaan ilmu dan keterampilan

3. Kemampuan berkarya

4. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan
ilmu dan keterampilan yang dikuasai

5. Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan keahlian
dalam berkarya.

Berkaitan dengan pengertian kompetensi tersebut, maka dapat disimpulkan
bahwa pergeseran paradigma dari konsep kecakapan menjadi kompetensi ini
secara perlahan tetapi telah menimbulkan implikasi strategis yang sangat positif
bagi kegiatan perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia dilingkungan
apapun. Di samping itu, Covey, Roger dan Rebecca Merril dalam Sedermayanti
(2007:128) menyatakan bahwa kompetensi mancangkup hal sebagai berikut:

1. Kompetesi teknis, pengetahuan dan keahlian: mencapai hasil yang telah
disepakati, kemampuan untuk memikirkan persoalan dan mencari alternatif

baru.



2. Kompetensi konseptual: kemampuan melihat gambar besar, untuk menguiji
berbagai pengandaian dan mengubah perspektif

3. Kompetensi untuk hidup dalam ketergantungan kemampuan: guna untuk
berinteraksi secara efektif dengan orang lain, termaksud kemampuan
mendengar, berkomunikasi, mendapatkan alternative lain, kemampuan
melihat dan beroperasi secara efektif dalam organisasi atau sistem yang utuh.

Marwansyah (2010:35) mengatakan bahwa kompetensi adalah Karakteristik
yang dimiliki seorang dan digunakan secara tepat dan konsisten untuk
mewujudkan Kkinerja yang diharapkan. Karakteristik ini meliputi pengetahuan,
keterampilan, aspek-aspek citra diri, motif-motif sosial, sifat-sifat, pola pikir,
mind-set, dan cara berpikir, merasa dan bertindak.

Selanjutnya marwansyah (2010;10) mengatakan bahwa ada dua jenis
kompetensi yakni kompetensi inti (core competency) dan kompetensi
teknis/spesifik (job specific competency). Kompetensi ini adalah kompetensi yang
terkait dengan pemahaman terhadap visi, misi dan nilai-nilai organisasi, contoh
mengembangkan kerja sama tim, orientasi kepada pelanggan, komunikasi.
Kompetensi manajerial adalah kemampuan untuk mengelola sumber daya dan
mengatur pelaksanaan tugas-tugas bawahan; contoh: pemecahan masalah dan
pengambilan keputusan, kepemimpinan, perencanaan.

Kompetensi teknis adalah pengetahuan dan keterampilan yang sangat
spesifik dan berhubungan erat dengan jenis pekerjaan pada suatu jabatan dalam
suatu organisasi; contoh: analisis finansial, aplikasi computer,pemasaran

pengembangan SDM. Karakteristik kualitas pribadi adalah kompetensi yang



berhubungan dengan karakterisktik bawaan seseorang yang dibutuhkan di
lingkungan kerja dan kompetensi mempengaruhi sikap dan kinerjanya; contoh:
inisiatif, berpikir analitis, kemampuan belajar.

Goleman (dalam Yuniarsih dan suwatno (2009:30) jenis kompetensi dapat
dibagi 2 (dua)yakni:

1.  Kompetensi intelektual (intellectual competence). Menurut Zonar dan
Mashall dalam Yuniarsih dan Suswanto (2009:30) kompetensi intelektual
(intellectual competence) adalah kemampuan dan kemauan yang berkaitan
dengan pemecahan masalah yang bersifat rasional dan strategic.

2.  Kompetensi emosional (emotional competence). Kompetensi emosional
(emotional competence) vyaitu kecerdasan berdasarkan emosi adalah
kemampuan belajar berdasarkan pada kecerdasan emosional yang
mendukung pekerjaan pegawai.

Menurut Sudarmono (2009:45) ada yang menginterpretasikan kompetensi
sepadam dengan kemampuan dan kecakapan. Ada lagi yang menginterpretasikan
sepeda dengan keterampilan, pengetahuan dan pendidikan tinggi. Bahkan, ada
yang memersiapkan sepeda dengan layak (feasible), handal (reliable), cocok,
dapat di percaya dan cerdas. Klemp dalam Sudarmono (2009:46) mengatakan
bahwa kompetensi merupakan Kkarakteristik mendasar seseorang Yyang
menghasilkan kinerja unggul dan atau efektif dalam suatu pekerjaan.

Zemke dalam Yuniarsih dan Suswanto (2009:21) mengatakan bahwa
kompetensi merupakan kemampuan individu yang berhubungan dengan kinerja

superion dalam peran dan pekerjaan. Kompetensi meliputi pengetahuan,



keterampilan, intelektual, strategis atau kombinasi dari ketiganya yang mungkin

diaplikasikan pada seseorang atau mungkin pada unit kerja.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa:

a. Kata kompetensi, kata dasarnya kompoten, berarti cakap mampu atau
terampil;

b. Kompetensi adalah tingkat kemampuan seseorang untuk melaksanakan
kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki dalam melaksanakan
tugasnya secara efektif efesien;

c. Kompetensi adalah tingkat kemampuan seseorang untuk melaksanakan
kewenangan dan tanggungjawab yang dimilikinya dalam melaksanakan
tugasnya secara efektif efesien;

Sedangkan dalam buku Looking to the future, Human Resources
Competencies dalam Yuniarsih dan Siswanto (2009:29) kompetensi dirinci ke
dalam kategori yang berbeda dengan melihat secara jelas perbedaan tujuan atau
penggunaan, yaitu:

1. Essensial competencies. Artinya bahwa kompetensi esensial menjadi
pengetahuan dasar dan keterampilan yang dibutuhkan setiap orang.
Kompetensi ini dapat dikembangkan melalui pelatihan dan relatif lebih
mudah untuk diidentifikasi.

2. Differentiating competencies. Artinya kompentensi yang membedakan
kinerja superior dengan kinerja rata-rata. Kompetensi ini meliputi konsep diri,
sifat dan motif dan walaupun sulit untuk dikembangkan akan tetapi dalam

jangka panjang dapat menentukan keberhasilan dalam melaksanakan
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pekerjaan. Dengan mengunakan metode pengembangan kompetensi yang
benar dapat menentukan, mengukur dan memberikan penghargaan
kompetensi tersebut.

3. Strategic competencies. Artinya meliputi kompetensi inti organisasi.
Perhatiannya difokuskan pada kemampuan organisasi  dan meliputi
kompetensi yang menciptakan keunggulan kompetitif (misalnya inovasi,
kecepatan, pelayanan, teknologi).

Dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi ialah
kemampuan seorang pegawai untuk melaksanakan kewenangan dan
tanggungjawab yang dimiliki dalam melaksanakan tugasnya secara efektif

efesien.

2.2 Pentingnya kompetensi untuk PNS
Mengapa PNS harus memiliki kompetensi ?. Diantaranya karena tuntutan

1. Tugas, pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang harus
dilaksanakan, yaitu memberikan pelayanan publik;

2. Pelaksanaan kepemerintahan yang baik (Good Governance);

3. Dalam upaya mengimbangi perubahan lingkungan strategis yang cepat
berubah, baik itu lingkungan internal organisasi, maupun lingkungan
eksternal organisasi;

4. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan era globalisai yang sedang
berlangsung yang tidak bisa ditolak dan dicegah lagi;

5. Serta pelaksanaan Otonomi Daerah.
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Kompetensi PNS ini berkaitan dengan kemampuan berupa pengetahuan,
keterampilan, kecakapan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan
tugas pokok, fungsi kewenangan dan tanggujawab yang diamanatkan kedepannya.
Untuk itu kualifikasi aparatur pemerintah (PNS), terutama para pemimpin dalam
birokrasi publik menurut Widodo (2006:21), harus: berahlak bersih dan tidak

cacat moral, memiliki isi kedepan.

2.3 Cara meningkatkan kompetensi PNS

Perubahan pola pikir PNS dari ingin dilayani menjadi pelayan (pamong)
yang menyenangkan masyarakat . dari pola budaya kerja keras, bersemangat,
inovatif, kreatif dan berdisiplin. Dari sistem tatakelola (manajemen) pemerintahan
yang birokratif ke sistem pemerintahan bercorak bisnis/ wirausaha.

Rewansyah (2010:64) mengatakan bahwa dalam upaya mewujudkan
reformasi birokrasi dan meningkatkan kompetensi PNS ditempuh melalui:

1. Penataan Kembali kelembagaan/organisasi, sumber daya manusia aparatur
dan tatalaksana (manajemen )pemerintahan dengan ukuran pas (right sizing)
sesuai dengan tujuan, urhensi, visi dan misi diemban;

2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas para birokrat (PNS) dalam perumusan
kebijakan, pemberian pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan
kapasitas dan kapabilitas atau kompetensi PNS diupayakan dengan cara:

a. Pendidikan formal, yakni dengan penugasan para PNS untuk mengikuti
jenjang Pendidikan tinggi S1,S2, dan S3, serta pemberi ijin belajar

jenjang S1,S2, dan S3;
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b. Pendidikan dan pelatihan jabatan yang di persyaratkan, yakni diklatpim
tingkat 1V, diklatpim tingkat Ill, Diklatpim Tingkat II, dan diklatpim
tingkat I;

c. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS yang dipersiapkan untuk
menduduki jabatan fungsional;

d. Pendidikan dan pelatihan Teknis, untuk memenuhi kebutuhan keahlian
para PNS di bidang teknis tertentu;

e. Pemberian kemampuan melalui pengalaman (Tour Of duty) para PNS.

Perbaikan sistem tatakelola (manajemen) urusan pemerintahan dan pelayanan

masyarakat dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan

komunikasi. Dimana sekarang ini hampir semua instansi/organisasi perangkat

Daerah sudah memiliki web site, sehingga berbagai informasi/kebijakan bisa

diakses oleh masyarakat;

Perbaikan sistem reward and punishment. System reward  dengan

menerapkan equal work for equal pay atau pemberian gaji yang layak sesuai

dengan tingkat kedudukannya dalam organisasi. Pemberian hukuman bagi
yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan pemerintahan Nomor

53 Tahun 2010 tentang Displin PNS;

Perbaikan etika dan moralitas PNS sebagaimana di atur dalam peraturan

pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan jiwa korp dan kode

etik PNS, dan meningkatkan pengawasan (pengawasan internal, pengawasan

eksternal, pengawasan masyarakat).
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2.4 Pelayanan

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik pada bab 1, pasal 1 ayat 1 tegaskan bahwa:
penyelanggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggaraan adalah
setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, Lembaga independent yang
dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan

badan hukum lain yang dibentuk semata-semata untuk kegiatan pelayanan publik.

Menurut Wasistino (2006:43) pelayanan umum adalah pemberian jasa baik
oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada
masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau

kepentingan masyarakat.

Dari definisi diatas dipahami bahwa pelayanan publik merupakan jenis
bidang usaha yang dikelola oleh pemerintah dalam bentuk barang dan jasa untuk

melayani kepentingan masyarakat tanpa berorientasi keuntungan.

2.5 kualitas pelayanan

Menurut Mahmudin (2010:228) instansi penyediaan publik dalam
memberikan pelayanan harus memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan publik.
Prinsip pelayanan publik itu antara lain:

1.  Kesederhanaan prosedur
Prosedur pelayanan hendaknya mudah dan tidak berbelit-belit. Prinsip”

apabila dapat dipersulit mengapa di permudah” harus di tinggalkan dan di ganti
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dengan “ hendaknya di permudah jangan di persulit; bahagiakan masyarakat,
jangan ditakut-takuti”.
2. Kejelasan

Dalam hal persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik, unit
kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan
pelayanan dan menyelesaikan keluhan, persoalan, sengketa, atau tuntutan dalam
pelaksanaan pelayanan publik; serta rincian biaya pelayanan publik dan tata cara
pembayarannya. Kejelasan ini penting bagi masyarakat untuk menghindari
terjadinya berbagai penyimpangan yang merugikan masyarakat, misalnya praktik
percaloan dan pungutan liar di luar ketentuan yang diterapkan.
3. Kepastian waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurung waktu yang
telah ditentukan. Dalam hal ini harus ada kejelasan berapa lama proses pelayanan
di selesaikan.
4.  Akulasi produk pelayanan publik

Produk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat harus akurat,

benar, tepat, dan sah.

5.  Kelengkapan sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung
lainnya yang memadai termaksud penyediaan sarana teknologi informasi dan
komunikasi.

6. Keamanan
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Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian
hukum. Tidak boleh terjadi intimidasi atau tekanan kepada masyarakat dalam
pemberian pelayanan.

7. Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau pejabat yang di tunjuk
bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan
atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

8.  Kemudahan akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah di jangkau
olen masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan
informatika.

9.  Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta
memberikan pelayanan dengan sepenuh hati(ihklas).
10. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang
nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan
fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan

sebagainya.

2.6 Kegiatan Pelayanan
Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas dalam arti

mampu menciptakan efesiensi dan efektifitas kerja yang diharapkan, maka
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pembinaan di titikberatkan pada peningkatan kualitas kerja pegawai dalam setiap

aktifitas kerjaannya. Keberhasilan suatu organisasi atau Lembaga sangat di

tentukan oleh manusia yang memimpin dan menjalankan tugasnya dalam

organisasi tersebut, untuk itulah maka pemenuhan kebutuhan pegawai dalam
setiap organisasi harus membuat perhatian utama dari setiap organisasi, agar para
pegawai dapat berkerja dengan tenang dan penuh perhatian.

Menurut Sedermayanti (2009:377) instrument untuk mengukur Kinerja
individu seorang pegawai yakni meliputi:

1. Prestasi kerja: hasil kerja pegawai dalam menjalankan tugas, baik secara
kualitas maupun kuantitas kerja.

2. Keahlian: tingkat kemampuan teknis yang dimiliki oleh pegawai dalam
menjalankan tugas yang di bebankan kepadanya. Keahlian ini bisa dalam
bentuk kerja sama, komunikasi, inisitaif dan lain-lain.

3. Perilaku: sikap dan tingakah laku pegawai yang melekat pada dirinya dan di
bawah dan melaksanakan tugas-tugasnya. Pengertian perilaku disini
mencangkup kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin.

4. Kepemimpinan: merupakan aspek kemampuan manajerial dan seni dalam
memberikan pengaruh kepada orang lain untuk mengkoordinasikan pekerjaan
secara tepat dan cepat, termasuk pengambilan keputusan dan penentuan

prioritas.

2.7 Kerangka Konseptual
Sedarmayanti (2007:128) menjelaskan bahwa Kompetensi aparatur ialah

kemampuan seseorang pegawai untuk melaksanakan kewenangan dan
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tanggungjawab yang dimiliki dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan
efesien. Kompetensi aparatur dapat dilihat dari: 1) Kompetensi inti yaitu
kompetensi yang terkait dengan pemahaman terhadap visi, misi dan nilai-nilai
organisasi; 2) Kompetensi teknis yaitu pengetahuan dan keterampilan yang
sangat spesifik dan berhubungan erat dengan jenis pekerjaan pada suatu jabatan
dalam suatu organisasi. Berdasarkan kerangka konseptual akan dapat
memecahkan permasalahan dalam penelitian seperti yang tersaji pada gambar

berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Permasalahan :

1. Kurangnya daya tanggap pegawai dalam mengamankan asset sekretariat
Dewan

2. Kurangnya pengawasan pegawai kepada sebagian anggota Dewan yang
diberikan fasilitas kerja

3. Sebagian pegawai kurang paham akan tugas pokok dan fungsinya.

/ Indikator Kompetensi Pegawai: \

1. Kompetensi inti. Yaitu
kompetensi yang terkait dengan
pemahaman terhadap visi, misi
dan nilai-nilai organisasi;

2. Kompetensi teknis. Yaitu

pengetahuan dan keterampilan f
yang sangat spesifik dan
berhubungan erat dengan jenis
pekerjaan pada suatu jabatan
dalam suatu organisasi.

OUTPUT:

— Meningkatkan Kompetensi Pegawai Di
Kantor Sekertariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Sedarmayanti (2007) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

~

)

\ A
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BAB 111
METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka
yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Kompetensi Aparatur dalam
Pemberian Pelayanan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Adapum waktu yang dibutuhkan dalam

penelitian ini selama tiga bulan.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu
pendekatan terhadap permasalahan kompetatif aparatur dalam pemberian
pelayanan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Subjek penelitian ditentukan berdasarkan permasalahan yang terkait dengan
permasalahan kompetensi aparatur dalam pemberian pelayanan kepada Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pengumpulan data mengunakan
metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis mengunakan kualitatif

agar data yang diperoleh dapat dideskripsikan.

3.3 Fokus Penelitian
Varibel yang menjadi fokus dalam penelitian ini tidak lain adalah
Kompetensi Aparatur Dalam Pemberian Pelayanan Kepada Angota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
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Sedermayanti (2007:128) menjelaskan bahwa Kompetensi aparatur ialah
kemampuan seseorang pegawai untuk melaksanakan kewenangan dan
tanggungjawab yang dimiliki dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan
efesien. Kompetensi aparatur dapat dilihat dari:

a. kompetensi inti. Yaitu kompetensi yang terkait dengan pemahaman terhadap
visi, misi dan nilai-nilai organisasi.

b. Kompetensi teknis. Yaitu pengetahuan dan keterampilan yang sangat spesifik
dan berhubungan erat dengan jenis pekerjaan pada suatu jabatan dalam suatu
organisasi.

3.4 Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi atau orang yang
menjadi sumber data suatu penelitian (nara sumber). Teknik penentuan informan
mengunakan teknik purposif, yaitu penentuan informan dengan Kriteria tertentu
yaitu mengetahui tentang kompetensi aparatur dalam pemberian pelayanan kepada
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah :

1. Bapak Galip Muhamad pangko sebagai Anggota DPRD : 1 Orang

2. Bapak Mardan umar Sebagai Anggota DPRD :1 Orang

3. Bapak Drs. Musliman Datukramat, M.Si (Sekretaris Dewan) : 1 Orang

4. lbu Yuli Safitri Olii, SKM (Kasubag Umum dan Kepegawaian
DPRD) :1Orang

5. lbu Ulfa Mangula, S.Sos.I sebagai staf : 1 Orang
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3.5 Sumber data

1)

2)

Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas :
Sumber data primer yaitu: informasi atau data yang didapatkan langsung dari
informan penelitian melalui wawancara.
Sumber data sekunder yaitu: berbagai dokumen yang berhubungan dengan
subjek dan objek penelitian yang dapat diperoleh pada kantor Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

3.6 Teknik pengumpulan data

Penjaringan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan teknik :

1)

2)

3)

Wawancara. Teknik wawancara yang digunakan untuk memperoleh data
dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terutama
dilakukan terhadap kepala bagian kepegawaian sekretariat dewan, anggota
dewan, dan pegawai.

Observasi. Dalam hal ini, peneliti mengamati sendiri kemudian mencatat
perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang
sebenarnya terkait dengan obyek atau fokus penelitian.

Dokumentasi. Yaitu cara mendapatkan data dengan mempelajari dan
mencatat buku-buku, arsip atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan

penelitian.

3.7 Teknis analisis data

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan mendalam tentang obyek

penelitian ini, yakni kompetensi aparatur dalam pemberian pelayanan kepada
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Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara, peneliti mengunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Menurut Sugiyono (2008) anaslis data kualitatif digunakan oleh peneliti

pada saat melakukan pengumpulan data berlangsung dilapangan, maupun setelah

melakukan penelitian. Upaya untuk menggunakan analisis data dengan melihat

beberapa teori tentang metode analisis yang ada, maka penulis menggunakan

teknis analisis data sebagaimana yang pendapat Miles dan Huberman dalam

Sugiyono (2008:97) yang membagi empat hal penting dalam analisis data

kualitatif, yaitu :

a)

b)

Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data adalah langkah awal yang dilakukan oleh peneliti
dalam melakukan penelitian dilapangan. Langkah ini sebagai pembuka dari
proses penelitian dengan tujuan untuk mengumpukan seluruh data-data yang
dianggap relevan dan bisa dijadikan sebagai bahan kajian pada apa yang
sedang diteliti.

Reduksi Data

Setelah melakukan pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah
melakukan pemetaan data. Pemetaan data atau disebut dengan Reduksi data
adalah langkah analisis data hasil pengumpulan yang bertujuan untuk
melakukan klasifikasi data-data yang dianggap penting dan relevan dengan
apa yang akan dianalisis, mengingat banyaknya data-data yang diperoleh
dilapangan. Sehingga memudahkan peneliti saat melakukan penyusunan

hasil penelitian.
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Penyajian Data

Penyajian data adalah langkah selanjutnya setalah dilakukannya reduksi data
oleh peneliti. Hal ini sebagai proses uraian hasil penelitian setelah peneliti
menganalisis data-data yang telah diperoleh dan direduksi dengan baik oleh
peneliti yang kemudian disajikan kedalam bentuk laporan.

Verifikasi

Langkah terakhir yang dilakukan oleh peneliti dalam analisis data kualitatif
sebagaimana yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono
(2008), adalah upaya penarikan kesimpulan atau verivikasi tentang temuan
penelitian. Komponen-komponen analisa data model interaktif tersebut diatas

dapat disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Pengumpulan
Data

Penyajian
Data

A

y

Reduksi

Menarik Kesimpulan

/ Verifikasi

Sumber: Miles dan A. Michael Huberman diterjemahkan
oleh (Sugiyono 2008).

Gambar 3.1 komponen dalam analisis data: model interaktif
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3.8 Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep yang sangat penting untuk

memperoleh derajat keabsahan yang tinggi. Dalam penelitian ini, peneliti akan

menggunakan 4 (empat) kriteria yang dapat digunakan untuk memeriksa

keabsahan data, yaitu :

1)

2)

3)

4)

Derajat kepercayaan (credibility)

Peneliti melakukan antisipasi melalui langkah-langkah melakukan observasi
secara terus menerus, melakukan triagulasi dengan menggunakan sumber
perbandingan terhadap apa yang dikatakan oleh informan dengan apa yang
menjadi hasil pengamatan.

Keteralihan (transferability)

Makna keteralihan dalam proses uji keabsahan data ini adalah, dimana
penulis akan mencari dan mengumpulkan kejadian empiris dalam konteks
yang sama.

Kebergantungan (dependability)

Kebergantungan dilakukan untuk mengetahui, mengecek, serta memastikan
apakah hasil penelitian ini benar atau tidak.

Kepastian (confirmability)

Kepastian yang dimaksud adalah penulis berusaha untuk seobjektif mungkin
dalam melakukan telaah dan klasifikasi tentang data temuan. Sehingga ketika
terjadi perbedaan, maka penulis melakukan konfirmasi atau kroscek kembali

data temuan tersebut dengan fokus kajian yang dilakukan. (Moleong, 2005).
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
4.1.1. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 10 tentang Pembentukan
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara.

Sesi baru di mulai tanggal 16 September 2019

Ketua DPRD : Frangky Chendra (PDI-P) sejak 16 Oktober 2019
Wakil Ketua | : Salim Bin Abdullah (PPP) sejak 16 Oktober 2019
Wakil Ketua Il : Saiful Ambarak (Golkar) sejak 16 Oktober 2019
Anggota : 20 Orang

Partai & Kursi

PKB : 2 Orang
Gerindra : 1 Orang
PDI-P : 4 Orang
Golkar : 3 Orang
Nasdem : 1 Orang
PKS 1 Orang
Perindo : 1 Orang
PPP : 4 Orang
PAN : 2 Orang

Hanura : 1 Orang
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4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan

perundang-undangan, Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1.

Sekretaris DPRD

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi :

1)

2)

3)

4)

5)

Koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerja sama,
mengintegrasikan dan mensikronisasikan seluruh penyelenggara tugas-
tugas Sekretariat DPRD;

Perencanaan dalam arti mempersiapkan rencana, mengolah, menelaah
dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan DPRD;

Pelaksanaan urusan tata usaha, mengelolah dan membina kepegawaian,
mengelolah perlengkapan / perbekalan rumah tangga;

Fasilitas dalam penyelenggaraan rapat/persidangan yang diselenggarakan
oleh DPRD;

Keamanan dan ketertiban dalam arti memelihara dan membina

keamanan serta ketertiban kedalam.

Bagian Umum dan Perlengkapan

Kepala Bagian Umum dan perlengkapan mempunyai tugas dan kewajiban

membantu  Sekretaris DPRD dalam merencanakan menyusun dan

mengkoordinasikan tugas pemerintah dibidang Umum dan Perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat

DPRD menyelenggarakan fungsi :
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1) Melaksanakan urusan administrasi ketatausahaan meliputi urusan surat
menyurat, kearsipan administrasi kepegawaian.

2) Melaksanakan urusan rumah tangga Sekretariat Dewan, dan urusan
rumah tangga pimpinan DPRD.

3) Melaksanakan  kegiatan  penyusunan  kebutuhan,  pengadaan,
penyimpanan, pendistribusian perlengkapan dan bahan peralatan.

4) Melasanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan barang/ infentaris.

Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas dan

kewajiban membantu Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan dalam

merencanakan menyusun dan mengkoordinasikan tugas pemerintahan

dibidang Tata Usaha dan Kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

1) Menyiapkan bahan administrasi pembuatan Daftar Urut Kepangkatan
dan formasi pegawai

2) Menganalisis laporan kinerja

3) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan atasan.

Sub Bagian Perlengkapan Dan Rumah Tangga

Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai
tugas dan kewajiban membantu kepala Bagian Umum dan Perlengkapan
dalam merencanakan menyusun dan mengkoordinasikan tugas pemerintahan

dibidang Perlengkapan dan Rumah Tangga.
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Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga

Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

1) Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk
keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD

2) Melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung.

3) Menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga

4) Mengadakan barang dan jasa kebutuhan rumah tangga dan Sekretariat
DPRD

5) Menganalisis laporan kinerja

6) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan atasan

Bagian Hukum Dan Persidangan

Kepala Bagian Hukum dan Persidangan mempunyai tugas dan

kewajiban membantu Sekretaris DPRD dalam merencanakan, menyusun dan

mengkoordinasikan tugas Pemerintah dibidang Hukum dan Persidangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat

DPRD menyelenggarakan fungsi :

1) Merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan
masyarakat

2) Menyelenggrakan hubungan masyarakat

3) Menyelenggarakan publikasi

4) Menyelenggarakan keprotokolan

5) Menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli
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Sub Bagian Hukum

Kepala subbagian Hukum mempunyai tugas dan kewajiban membantu
Kepala Bagian Hukum dan Persidangan dalam merencanakan, menyusun dan
mengkoordinasikan tugas Pemerintah dibidang Hukum.
Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Hukum Sekretariat DPRD
menyelenggarakan fungsi Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang di
berikan atasan.
Sub Bagian Persidangan

Kepala Subbagian Persidangan mempunyai tugas dan kewajiban
membantu Kepala Bagian Hukum dan Persidangan dalam merencanakan,
menyusun dan mengkoordinasikan tugas Pemerintah dibidang Persidangan.
Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Persidangan Sekretariat DPRD
menyelenggarakan fungsi :
1) Menganalisa data/bahan dukungan jaringan aspirasi masyarakat
2) Menyusun bahan komunikasi dan publikasi
3) Merancang administrasi kunjungan kerja DPRD
4) Menyusun bahan keprotokolan Pimpinan DPRD
5) Merencanakan kegiatan DPRD
6) Merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD
7) Menganalisis laporan kinerja

8) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan atasan.
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8. Bagian Keuangan
Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas dan kewajiban membantu

Sekretaris DPRD dalam merencanakan, menyusun dan mengkoordinasikan
tugas Pemerintah dibidang Keuangan.
Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Keuangan Sekretariat DPRD
menyelenggarakan fungsi mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi
keuangan

4.1.3. Sktruktur Organisasi

Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Bolaang Mongondow Utara :

STRUKTUR'ORGANISASI & TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN,BOLAANG,MONGONDOW UTARA

B
KEPALA BAGIAN HUKUM KEPALA BAGIAN UMUM
& PERSIDANGAN 8 DAN PERLENGKAPAN

ISLAN TABO,SE.M.Si STELLA PONTOH

, SEKRETARIS DPRD

Drs. MUSLIMAN DATUKRAMAT, M.Si
NIP. 19690403 199710 1 002

KEPALA BAGIAN
KEUANGAN

FENTY CENDRA DATUNSOLANG, SE.M.Si
NIP. 19750423 200212 2008

Y e |

KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN PROGRAM
& PELAPORAN

NIP. 19740405 200212 1 006

e P

KEPALA SUB BAGIAN | - KEPALA SUB BAGIAN
HUKUM 'y TATA USAHA & KEPEGAWAIAN
ARIE D.P BINOL, S.IP YULI SAFITRI OLIISKM
NIP. 19870602 201102 1 001 NIP. 19860724 201502 2 001

XX k 807\

2 4
KEPALA SUB BAGIAN ?\Y i KEPALA SUB BAGIAN ¢
PERSIDANGAN ) PERLENGKAPAN & RUMAH TANGGA |
TOMMY SITOMPUL,S.Kom % FADLAN AMBARAK, S.Pd
NIP. 18721205 201102 1 002 NIP. 19651213 199501 1 001

NIP. 19650820 198604 2 004

SAPRIYANI MALOHO, S.Kom
NIP. 19821204 201001 2 007

KEPALA SUB BAGIAN
VERIFIKASI & PERBENDAHARAAN

RENDY DATUNSOLANG,SH
NIP. 19830921 201001 1 005




30

4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas dalam arti
mampu menciptakan efesiensi dan efektifitas kerja yang diharapkan, maka
pembinaan di titikberatkan pada peningkatan kualitas kerja pegawai dalam setiap
aktifitas kerjaannya. Keberhasilan suatu organisasi atau Lembaga sangat di
tentukan oleh manusia yang memimpin dan menjalankan tugasnya dalam
organisasi tersebut, untuk itulah maka pemenuhan kebutuhan pegawai dalam
setiap organisasi harus membuat perhatian utama dari setiap organisasi, agar para
pegawai dapat berkerja dengan tenang dan penuh perhatian.

Sedarmayanti (2007:128) menjelaskan bahwa Kompetensi aparatur ialah
kemampuan seseorang pegawai untuk melaksanakan kewenangan dan
tanggungjawab yang dimiliki dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan
efesien. Kompetensi aparatur dapat dilihat dari: 1) Kompetensi inti. Yaitu
kompetensi yang terkait dengan pemahaman terhadap visi, misi dan nilai-nilai
organisasi; 2) Kompetensi teknis. Yaitu pengetahuan dan keterampilan yang
sangat spesifik dan berhubungan erat dengan jenis pekerjaan pada suatu jabatan
dalam suatu organisasi.

Peneliti selanjutnya menerangkannya lebih mendalam berdasarkan hasil
wawancara peneliti dengan para informan, sebagai berikut:

4.2.1 Kompetensi Inti

Kompetensi ini mencakup kemampuan pegawai dilingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk melaksanakan suatu

pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh
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sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan dalam melayani anggota DPRD
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretariat DPRD Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara terkait pemahaman terhadap Visi, Misi dan Nilai-
Nilai organisasi mengatakan bahwa:

“... Dengan mengacuh pada Visi dan Misi sekretariat DPRD, yaitu untuk
terciptanya pelayanan kepada DPRD dan merupakan pencapaian secara
nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan
terukur dalam waktu yang telah ditetapkan. Rencana dan program kerja
sudah tertuang dalam perjanjian kinerja masing-masing sub bagian,
dengan pencapaian kinerja yang sudah ditentukan maka keberhasilan
dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab
masing-masing sub bagian. (Wawancara 04 November 2021).

Selanjutnya terkait apakah visi misi tersebut dapat dipahami oleh semua
pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terkait
pemahaman terhadap Visi, Misi dan Nilai-Nilai organisasi mengatakan bahwa:

“.. Ya, visi dan misi harus dipahami oleh setiap pegawai guna
mewujudkan kelancaran suatu pekerjaan dalam mncapai tujuan. harus
melakukan evaluasi agar dapat mengetahui capaian program kegiatan
sampai dimana, dan agar pekerjaan sesuai target yang ingin dicapai.
Prosesnya Dengan melakukan supervise untuk melaksanakan evaluasi
terhadap kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan ataupun sanksi. (Wawancara 04 November
2021).

Lebih lanjut terkait pemahaman terhadap Visi, Misi dan Nilai-Nilai
organisasi, Kasubag Tata Usaha Dan Kepegawaian mengatakan bahwa:

“... Mengambil langkah-langkah suatu kegiatan untuk mencapai cita-cita
dengan  melaksanakan tahap demi tahap dan memiliki nilai mencapai
suatu tujuan dalam organisasi. bahwa visi dan misi dapat dilaksanakan
agar cita-cita organisasi bias dicapai dengan tindak lanjut program
kegiatan suatu lembaga atau organisasi. Disamping itu sebagaimana
tindak lanjut program yang dilaksanakan Apakah rencana kerja yang
dibuat dapat dilaksanakan secara keseluruhan atau Memperhatikan
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prosentasi program kegiatan yang telah yang direncanakan sudah
selesai atau belum. (Wawancara 17 November 2021).

Kompetensi adalah Apa yang dibawa oleh seseorang kedalam pekerjaannya
dalam  bentuk  jenis dan  tingkatan  perilaku  yang  berbeda.
Menurut Henry Fizal Noor (2015: 111) kompetensi adalah akumulasi dari
pengetahuan dan hasil penelitian dan pengalaman secara kuantitatif maupun
kualitatif dalam bidangnya, sehingga dapat menghasilkan inovasi sesuai dengan
tuntutan zaman. Lebih lanjut Menurut Wibowo (2007:86) kompetensi
menunjukkan Keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme
dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting.

Ditempat lain Staf Sekretaiat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
ketika di konfirmasi tentang kompetensi inti dalam melayani anggota DPRD
mengatakan bahwa:

“... pelayanan kepada DPRD dan merupakan pencapaian secara nyata
oleh instansi pemerintah dalam mewujudkan kelancaran penyelenggaraan
fungsi legislasi dan pengawasan. Rencana dan program kerja sudah
tertuang dalam perjanjian kinerja masig-masing  maka sukses atau
gagalnya rencana dan program tergantung sub bagian, karena  sudah
menjadi tanggung jawab masing-masing. Unutk menjalankan tersebut
maka visi dan misi harus dipahami oleh setiap pegawai guna mewujudkan
tanggung jawab kita kepada suatu pekerjaan agar dapat mencapai
mencapai tujuan yang di inginkan. (Wawancara 15 November 2021).

Berdasarkan hasil wancara peneliti dengan beberapa informan di Sekretariat
DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diatas, peneliti juga

mengkonfirmasi hal-hal terkait dengan kompetensi inti kepada salah seorang

Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berpendapat bahwa:
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“«

. Kita harus pahami, sebab Visi Misi suatu Lembaga merupakan
perwujudan cita-cita bersama dalam mencapai tujuan organisasi,
sedangkan Misi merupakan penjabaran dari apa yang ingin dicapai
dalam Organisasi. di aktualisasikan dalam rencana kerja. Namun selama
ini masih ada plaksanaan program-program yang belum sepenuhnya
terealisasi. Menurut saya blum semua memahami Visi dan Misi Lembaga,
Sebab masih terdapat beberapa pegawai yang belum memahami Tupoksi
mereka dalam menjalankan tugas sebagai pendamping Anggota Legislatif.
(Wawancara dengan Anggota DPRD /08 November 2021).

Pertanyaan yang sama juga diutarakan peneliti kepada Anggota DPRD

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara lainnya yang berpendapat bahwa:

I3

. Visi dan misi kelembagan sangat penting karena visi dan misi
merupakan satu kegiatan  dalam suatu kelembagaan dalam mencapai
tujuan. wajib untuk di aktualisasikan dalam program, artinya kerja
dibuktinyatakan dengan program-program karena program merupakan
gambaran dari sebuah visi misi jadi wujud nyatanya ada diprogram
kerja. sebenarnya wajib di pahami oleh semua pegawai tapi kenyataannya
tidak semua pegawai mampu memahami dan mengimplementasikan apa
yang dimksud dengan visi dan misi DPRD Bolaang Mongondow Utara.
(Wawancara dengan Anggota DPRD/25 November 2021).

Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengnan para informan diatas,
selaras juga dengan tugas pokok Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
diantaranya: 1) Menyelenggarakan  administrasi  kesekretariatan;  2)
Menyelenggarakan administrasi keuangan; 3) Mendukung pelaksanaan Tugas dan

Fungsi DPRD; 4) Menyediakan dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang

diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan.

Sedangkan fungsi dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah 1) Koordinasi dalam arti mengatur

dan membina kerja sama, mengintegrasikan dan mensikronisasikan seluruh
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penyelenggarah tugas-tugas Sekretariat DPRD; 2) Perencanaan dalam arti

mempersiapkan rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan

kebijaksanaan DPRD; 3) Pelaksanaan urusan tata usaha, mengelolah dan

membina kepegawaian, mengelolah perlengkapan / perbekalan rumah tangga; 4)

Fasilitas dalam penyelenggaraan rapat/ persidangan yang diselenggarakan oleh

DPRD; 5) Keamanan dan ketertiban dalam arti memelihara dan membina

keamanan serta ketertiban kedalam.

Menurut Muins dalam Rohana Thahier (2012:10) ada 3 (tiga) jenis

kompetensi yaitu:

1.

Kompetensi  profesi, merupakan  kemampuan  untuk  menguasai
keterampilan/keahlian pada bidang tertentu, sehingga tenaga kerja mampu
bekerja dengan tepat, cepat teratur dan bertanggung jawab.

Kompetensi individu, merupakan kemampuan yang diarahkan pada
keunggulan tenaga kerja, baik pengusaan ilmu pengetahuan teknologi (Iptek)
maupun daya saing kemampuannya.

Kompetensi sosial, merupakan kemampuan yang diarahkan pada kemampuan
tenaga kerja dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga mampu
mengaktualisasikan dirinya di lingkungan masyarakat maupun lingkungan
kerjanya.

Selanjutnya bedasarkan pendapat para ahli diantaranya Sedarmayanti

(2004:157) kompetensi inti itu dipandang sebagai profesionalisme pegawai.

Profesionalisme merupakan Suatu sikap atau keadaan dalam melaksanakan

pekerjaan dengan memerlukan keahlian dibidang pendidikan dan pelatihan
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tertentu dan dilakukan sebagai suatu pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 10
menyatakan kompetensi adalah: Kemampuan kerja setiap individu yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan
standar yang ditetapkan”.

Selanjutnya Spencer and Spencer yang dikutip Moeheriono (2014:5)
memberikan pengertian kompetensi adalah: “A competency is an underlying
characteristic of an individual that is causually related to criterian referenced
effective and or superior performance in a job or situatuion”. Kompetensi juga
sebagai Kkarakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas
kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang
memiliki hubungan kausal atau sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan,
efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi
tertentu.

Hasil penelitian Chr. Jimmy L Gaol (2015) yang dimuat dalam Jurnal limu
Pemerintahan Sospol Universitas Jember Vol. 12 Nomor 1 berkesimpulan bahwa
Manusia yang bekerja di suatu organisasi (disebut juga personal tenaga kerja atau
karyawan) yang melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang
dilandasi keterampilan, pengetahuan, serta didukung oleh sikap kerja yang
dituntut oleh pekerjaan tersebut”. Adapun pengertian dari Kompetensi Jabatan
Aparatur Daerah menurut Aruan dalam Yani Sukriah Siregar (2016) adalah:

“Kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur pemerintah daerah berupa
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pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam
pelaksanaan tugasnya”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para informan diatas dan
didukung oleh pendapat ahli dan Jurnal hasil penelitian terdahulu maka peneliti
berkesimpulan bahwa kompetensi inti dapat didefinisikan sebagai kompetansi
aparatur pemerintah daerah adalah kompetensi atau kemampuan atas keterampilan
serta didukung oleh sikap kerja yang diperlukan untuk membantu dalam
melaksanakan tugasnya dalam tempat kerja pada situasi tertentu yang harus
dimiliki oleh aparatur pemerintah daerah. Pegawai di Sekretariat Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara seharusnya menjalankan tugas dan fungsi
mereka untuk melayani para anggota DPRD agar tetap ada dijalur administrasi
yang benar.

4.2.2 Kompetensi Spesifik

Penyelenggaraan pelayanan publik perlu memperhatikan dan menerapkan
prinsip standar, pola penyelenggaraan, biaya, pelayanan bagi penyandang cacat,
lanjut usia, wanita hamil dan balita, pelayanan khusus, biro jasa pelayanan,
tingkat kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan, penyelesaian

pengaduan sengketa, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan public jika dikaitkan dengan kompetensi spesifik di Sekretariat
DPRD Kabupaten Bolaang Mongodow Utara maka membahas mengenai
pengelolaan kompetensi aparatur pemerintah daerah, hal tersebut berarti
kompetensi sumber daya manusia yang ada pada sebuah instansi pemerintah.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dimulai dari tahap perencanaan,
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pengorganisasian sampai dengan evaluasi atau manajemennya. Terkait dengan hal
tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongodow Utara berpendapat

bahwa:

“... Kompetensi Spesifik dikami itu meliputi analisis, administrator, dan
operator. Sejauh ini saya menjamin jabatan setiap pegawai yang
diberikan sesuai dengan tingkat pendidikan atau bidang/jurusan mereka.
Disamping itu Pelayanan SDM yang ada meliputi penyelenggaraan
administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan serta mendukung
pelaksanaan tupoksi DPRD sudah sesuai dengan kualifikasi SDM yang
ada. Selain itu ada juga upaya Sekretariat DPRD untuk melakukan
BIMTEK dan penyesuaian teknologi. (Wawancara 04 November 2021).

Kompetensi spesifik juga meliputi rencana tertulis mengenai kegiatan suatu
organisasi DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dinyatakan secara
kualitatif dan umumnya dinyatakan dalam tugas atau dalam jangka waktu tertentu.

Terkait dengan hal tersebut, Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian berpendapat

bahwa:

“... Jabatan yang diberikan kepada pegawai harus memenuhi syarat
berdasarkan kualifikasi jurusan pendidikannya. Struktur yang ada adalah
dapat mencapai visi misi karena tugas pokok dan fungsi melekat dan
menjadi tanggung jawab untuk diselesaikan sesuai target yang ditentukan
oleh organisasi. Disamping itu Pelayanan terhadap masyarakat, serta
stekholder itu dilakukan oleh pegawai berdasarkan petunjuk pimpinan.
(Wawancara 17 November 2021).

Ditempat lain, Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara ketika dikonfirmasi pertanyaan yang sama menerangkan bahwa :
Ya, sebab rata-rata S | (Namun masih perlu peningkatan

pengembangan karir-karir melalui pelatihan, Diklat dan Bimtek. Kalau
SDM dirasa belum maksimal dalam hal melaksanakan tupoksi. Oleh



38

karena itu perlu pengembangan karir kedepannya. (Wawancara 15
November 2021).

Salah satu yang menjadi bagian dari kompetensi spesifik ialah kejelasan
sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas
dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang
bertanggung jawab atas pencapain sasaran anggaran tersebut. terkiat dengan hal
tersebut, Sekretaris DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengatakan
bahwa:

Postur anggaran dikami sudah jelas ada koridor aturan
pelaksanannya. Dan saya pikir kami semua melaksanakannya sesuai
prosedur. Disamping itu pengawasan dari BPK juga jalan secara berkala.
(Wawancara 04 November 2021).

Bedasarkan hasil wawancara peneliti diatas terkait dengan kompetensi
spesifik maka selaras dengan pendapat Moeheriono (2014:292) yang mengatakan

bahwa terdapat beberpa hal yang perlu dipersiapkan SDM dalam organisasi terkait

kompetensi spesifik pegawali, yaitu :

1. Merencanakan kompetensi.
Pada tahap ini, organisasi harus berpijak pada visi dan misi instansi yang
kemudian diterjemahkan kedalam strategi fungsional yang ada. Maksudnya
visi dan misi ini diterjemahkan kedalam strategi pengelolaan SDM-nya yang
kemudian diterjemahkan menjadi tuntutan kompetensi SDM yang harus
dipenuhi.

2. Pengorganisasian kompetensi.
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Setelah pemetaan kompetensi diketahui, organisasi harus melakukan
pengelompokkan atas kompetensi tersebut. Pengelompokkan dilakukan
melalui penentuan bidang-bidang kompetensi inti yang merupakan tonggak
organisasi, maupun bidang kompetensi pendukung.

3. Mengembangkan kompetensi.
Upaya ini dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap kompetensi yang
saat ini telah dimiliki oleh SDM yang ada, kemudian dibandingkan dengan
pemetaan kompetensi yang telah dibuat sehingga dapat diketahui
kesenjangan/ketidakseimbangan antara kompetensi yang seharusnya dimiliki
dengan yang diharapkan. Berangkat dari kondisi ini, selanjutnya organisasi
melakukan berbagai upaya pembangunan dan pengembangan kompetensi
SDM sehingga peta kompetensi tadi dapat terisi dengan baik.

4. Melakukan evaluasi
terhadap kompetensi yang sudah dibangun dan dikembangkan untuk
mengetahui sejauh mana upaya yang telah dilakukan telah mencapai peta
kompetensi yang telah disusun. Upaya evaluasi harus senantiasa
memperhatikan perkembangan situasi yang ada, sehingga apabila diperlukan,
organisasi harus juga melakukan berbagai penyesuaian baik terhadap peta
kompetensi maupun program pembangunan kompetensinya.

Selanjutnya menurut Soekidjo Notoatmodjo (2012:138) kompetensi spesifik
mempunyai 6 tingkatan yaitu:
1. Tahu, diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari

sebelumnya.
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2. Memahami, diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara
benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterprestasikan materi
tersebut secara benar.

3. Aplikasi, diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang
telah dipelajari kepada situasi atau kondisi real sebenarnya.

4. Analisis, adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu
objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih didalam suatu struktur
organisasi dan masih ada kaitannya dengan satu sama lain.

5. Sintesis, yaitu menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau
menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

6. Evaluasi, yaitu berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi
atau penilaian terhadap materi atau objek.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para informan diatas dan
didukung oleh beberpa pendapat ahli, maka peneliti berkesimpulan bahwa
kompetensi spesifik pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara wajib dilaksanakan. Hal ini akan berdampak pada 1)
Memaksimalkan produktivitas Kinerja organisasi dalam melayani anggota DPRD
Kabupaten Bolaang Mongdow Utara; 2)Memudahkan adaptasi terhadap
perubahan; 3) Menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi; 4)
memaksimalkan fungsi DPRD dalam hal legislasi, pengawasan, dan

penganggaran.
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BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian hasil penelitian dan pembahasan yang telah

diuraikan peneliti pada bab sebelumnya maka yang menjadi kesimpulan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Kompetensi inti dari pegawai yang terdiri dari pemahaman terhadap Visi,
Misi, serta nilai-nilai organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara menunjukkan hasil yang cukup yang maksimal. Hal ini
disebabkan oleh maksimalnya pencapaian kinerja berdasarkan tugas dan
fungsi Sekretariat dalam melayani Anggota DPRD. Akan tetapi yang perlu
dioptimalkan adalah nilai-nilai disiplin kerja, disiplin waktu, dan disiplin
kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas.

Kompetensi spesifik pegawai dalam melayani Anggota DPRD Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara menunjukkan hasil yang cukup optimal. Hal
tersebut disebabkan karena anggota sekretariat DPRD mampu memfasilitasi
kepetingan Anggota DPRD terhadap legislasi, pengawasan, dan pengangaran.
Disamping itu pencapaian kinerja anggota secretariat dalam bekerjasama

dengan stakeholder DPRD juga berjalan cukup maksimal.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang mejadi saran-saran dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:
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Perlunya anggota Sekretariat mengakselerasikan kinerja anggota DPRD
dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dari
aspek disiplin waktu.

Diharapkan agar pegawai terus menyesuaikan diri terhadap perkembangan
teknologi terbarukan dalam menjalankan aktivitasnya dalam melayani
anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Hal ini disebabkan
saat ini percepatan akses informasi yang begitu cepat dikalangan mitra
DPRD.

Diharapkan pegawai sekretariat DPRD mampu mengimbangi kepentingan
anggota DPRD dan kepentingan masyarakat dalam pencapaian kinerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
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a. kompetensi inti adalah kompetensi yang terkait dengan pemahaman
terhadap visi, misi dan nilai-nilai organisasi.

Bagaimana dengan pemahaman bapak/ibu tentang Visi dan Misi
serta Sasaran lembaga

Menurut bapak/ibu visi dan misi lembaga diaktualisasikan dalam
rencana dan program kerja

Apakah menurut bapak/ibu visi dan misi lembaga sangat dipahami
oleh semua pegawai

Apakah pimpinan melakukan evaluasi secara terstruktur terhadap
rencana strategis dan program kerja yang dilakukan selama ini
Bagaiaman proses evaluasinya

Apakah menurut bapak/ibu yakin mencapai visi dan misi yang
telah ditetapkan berdasarkan potensi SDM yang dimiliki sekarang
Bagaimana dengan nilai nilai organisasi yang tertanam selama ini
Nilai nilai yang dimaksud seperti apa

Apakah menurut bapak/ibu bahwa semua indicator targret yang
telag ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik

Bagaimana dengan komptensi yang dimiliki selama ini apakah ada
upaya pimpinan atau lembaga untuk program pengembangan
kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan

b. Kompetensi teknis adalah pengetahuan dan keterampilan yang sangat
spesifik dan berhubungan erat dengan jenis pekerjaan pada suatu jabatan
dalam suatu organisasi.

Bagaimana menurut bapak/ibu tentang kualifikasi SDM yang
menempati jabatan atau pekerjaan dalam organisasi

Apakah dengan struktur organisasi yang ada dalam lembaga
apakah dirasa cukup dalam upaya mencapai visi dan misi atau
program kerja yang telah ditetapkan (didasarkan pada ketersediaan
SDM)

Bagaimana menurut bapak/ibu tentang keterampilan yang dimiliki
pegawai dengan kebutuhan pelayanan yang diberikan kepada
pengguna layanan

Apakah ada upaya peningkatan kapasitas pelatihan selama ini
dilakukan

Bagaimana bentuk peningkatan kapasitas tersebut

Bagaimana dengan penguasaan pegawai terhadap teknologi
informasi

Bagaiman dengan system reward dan punishmen selama ini
Apakah ada upaya perbaikan system dalam upaya peningkatan
kapasistas SDM selama ini
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ABSTRACT

MASRIA OLAMBU. 821118142 THE ANALYSIS OF APPARATUS
COMPETENCE IN PROVIDING SERVICES TO THE REGIONAL HOUSE
OF REPRESENTATIVE MEMBERS OF NORTH BOLAANG MONGONDOW
REGENCY

This study aims to find the apparatus competence in providing services o the
Regional House of Representative members of Norih Bolaang Mongondow
Regency. The research method used is descriptive qualitative. The informants in
this study cover five members of the Regional House of Representatives of the North
Bolaang Mongondow Regency. The results of the study show thai: 1) The apparatus
competence consisting of understanding the vision, mission, and organizational
values of the Secretariat of the Regional House of Representatives of North Bolaang
Mongondow Regency shows maximum results. Several things to optimize are the
values of work discipline, time discipline, and discipline of apparatus abilities in
carrying out their duties. 2) The apparatus competence in seryg yie Migeional

can facilitate the interests of the Regional House Represg
legislation, supervision, and budgeting.

Keywords: apparatus competence, service delivery



ABSTRAK

MASRIA OLAMBU. S2118142. ANALISIS KOMPETENSI APARATUR
DALAM PEMBERIAN PELAYANAN KEPADA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi aparatur dalam pemberian
pelayanan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara. Metode penelitan yang digunakan adalah deskriptif
kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berjumlah 5 orang. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa : (1) Kompetensi pegawai yang terdiri dari pemahaman
terhadap visi misi serta nilai-nilai organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara menunjukkan hasil yang cukup maksimal, akan tetapl yang
perlu dioptimalkan adalah nilai-nilai disiplin kerja. disiplin wak{us-ea
kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas. 2) KompetesSa'peés

melayani Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow/h

mampu memfasilitasi kepetingan Anggota DPRD terhadap g
dan pengangaran,

Kata kunci : kompetensi aparatur, pemberian pelayanan
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